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ABSTRAK

Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXI11/2025
tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2024 vyang permohonannya
dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi
syarat formil. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), namun
Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa pokok perkara karena
permohonan diajukan melebihi batas tenggang waktu,
terdapat persoalan mengenai keabsahan surat kuasa, serta
ketidakjelasan dalam posita dan petitum.

Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis
pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam
menilai syarat formil permohonan serta implikasi putusan
terhadap prinsip keadilan pemilu dan perlindungan hak
konstitusional para pihak. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan
dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan metode
berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan
hukum hakim berfokus pada pemenuhan syarat formil
permohonan. Mahkamah menilai bahwa permohonan tidak
memenuhi ketentuan hukum acara sehingga dinyatakan tidak
dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara. Putusan ini
memberikan kepastian hukum dan menjaga tertib prosedural
dalam penyelesaian sengketa pemilu, namun di sisi lain tidak
diperiksanya dugaan pelanggaran TSM menimbulkan
persoalan terhadap keadilan substantif karena ruang
pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut menjadi
tertutup.
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ABSTRACT

This research is motivated by Constitutional Court
Decision Number 115/PHP.BUP-XXI11/2025 concerning the
dispute over the 2024 Regent and Vice Regent Election
Results of Pemalang, in which the petition was declared
inadmissible due to failure to fulfill formal requirements. The
petitioner alleged structured, systematic, and massive (TSM)
violations, but the Constitutional Court did not examine the
substance of the case because the petition was submitted
beyond the filing deadline, there were issues regarding the
validity of the power of attorney, and there was ambiguity in
the posita and petitum. This situation raises questions
regarding procedural legal certainty and substantive justice in
resolving regional election disputes.

This study aims to analyze the judges’ legal
considerations in assessing the formal requirements of the
petition and the implications of the decision for electoral
justice and the protection of the constitutional rights of the
parties. This research is normative legal research using statute
approach and case approach. Legal materials were collected
through library research and analyzed descriptively using a
deductive method.

The results show that the judges’ legal considerations
focused on the fulfillment of formal requirements. The Court
found that the petition did not meet procedural requirements
and therefore declared it inadmissible without examining the
main case. This decision provides legal certainty and
maintains procedural order in resolving election disputes, but
the unexamined TSM allegations raise concerns regarding
substantive justice because the opportunity to prove serious
violations becomes closed.

Keywords: Constitutional Court, Election Result Dispute,
Formal Requirements, Electoral Justice
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselisihan  hasil pemilihan kepala daerah
merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi
elektoral di Indonesia karena berkaitan langsung dengan
legitimasi hasil pemilihan dan kedaulatan rakyat. Dalam
negara hukum, setiap peserta pemilihan diberikan ruang
konstitusional untuk mengajukan keberatan atas hasil
pemilihan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, tidak seluruh permohonan
sengketa hasil pemilihan dapat diperiksa sampai pada
pokok perkara. Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu
menilai terpenuhinya syarat formil permohonan, seperti
tenggang waktu pengajuan, kedudukan hukum (legal
standing), kejelasan posita dan petitum, serta keabsahan
surat kuasa. Apabila syarat-syarat tersebut tidak
terpenuhi, Mahkamah dapat menyatakan permohonan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa
memeriksa substansi dalil yang diajukan.

Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXI11/2025 mengenai
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Dalam perkara
tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada
pokoknya mempersoalkan hasil pemilihan serta



mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Akan tetapi,
Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan pemeriksaan
terhadap pokok perkara karena menemukan adanya
persoalan formil dalam permohonan.

Permasalahan pertama terletak pada pengajuan
permohonan yang melebihi batas tenggang waktu
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan batas waktu
ini merupakan syarat mutlak yang menentukan dapat
atau tidaknya permohonan diperiksa lebih lanjut.
Permasalahan kedua berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran TSM yang diajukan Pemohon. Secara
substantif, dalil ini memiliki bobot yang penting karena
menyangkut prinsip kejujuran dan keadilan pemilu.
Namun, karena perkara terhenti pada tahap pemeriksaan
formil, Mahkamah tidak sampai pada pengujian
substansi terhadap dugaan tersebut.

Permasalahan ketiga adalah mengenai keabsahan
surat kuasa serta ketidakjelasan permohonan, khususnya
dalam uraian posita dan petitum yang dinilai tidak
memenuhi syarat kejelasan permohonan. Ketidakjelasan
ini berimplikasi pada sulithya Mahkamah menilai
hubungan antara dalil yang diajukan dengan petitum
yang dimohonkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan
antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif
dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi,
Mahkamah harus menegakkan syarat formil sebagai
bentuk kepastian hukum dan tertib beracara. Namun di
sisi lain, penghentian perkara pada tahap awal berpotensi
menutup  ruang  pemeriksaan  terhadap  dugaan



pelanggaran serius yang dapat memengaruhi legitimasi

hasil pemilihan.

Ketertarikan penulis muncul dari fenomena bahwa
sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada
aspek penafsiran hukum dan kewenangan MK,
sementara kajian mengenai ratio decidendi sebagai inti
dari  konstruksi  hukum hakim belum banyak
dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan
perspektif lain dibandingkan dengan menekankan pada
analisis argumentasi hakim sebagai “mahkota putusan”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk
meneliti  Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor
115/PHP.BUP-XXII1/2025  dengan  fokus  pada
pertimbangan hakim dalam menilai syarat formil
permohonan serta implikasi hukumnya terhadap keadilan
pemilu. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana
Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan antara kepastian
hukum prosedural dan keadilan substantif dalam
penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah
Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim

mahkamah  konstitusi  dalam  penyelesaian
sengketa hasil pemilu pada Putusan Nomor
115/PHP.BUP-XXI11/2025 ?

2. Bagaimana implikasi  putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor  115/PHP.BUP-XXI11/2025
terhadap  prinsip  keadilan  pemilu  dan
perlindungan hak konstitusional para pihak?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan

diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis  pertimbangan  hukum  hakim
mahkamah  konstitusi  dalam  penyelesaian



sengketa hasil pemilu pada Putusan Nomor
115/PHP.BUP-XXI11/2025

Menganalisis implikasi putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-XXI111/2025
terhadap  prinsip  keadilan  pemilu  dan
perlindungan hak konstitusional para pihak.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah
khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara,
khususnya tentang bagaimana  Mahkamah
Konstitusi menafsirkan hukum dalam sengketa
hasil Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga dapat
menjadi  referensi dalam memahami peran
Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi.
Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah
untuk  mengevaluasi bagaimana Mahkamah
Konstitusi merumuskan dan menerapkan putusan
hukum dalam menangani sengketa Pilkada,
khususnya saat muncul dugaan pelanggaran serius
seperti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan
masif.

E. Kerangka Teoritik

1.

Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sering disebut sebagai
“mahkota” hakim karena merupakan hasil
pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh hakim
sebagai pihak yang berwenang penuh dalam
menangani, mengadili, dan memutus suatu
perkara di pengadilan. Dalam menjatuhkan
putusan, hakim wajib memperhatikan tiga aspek
mendasar, yaitu keadilan  (gerechtigheit),



kepastian ~ hukum  (rechsecherheit),  dan
kemanfaatan (zwachmatigheit).* Hal ini sangat
erat kaitannya dengan pertimbangan hakim,
karena pertimbangan yang disusun secara cermat,
logis, dan berlandaskan hukum merupakan inti
dari putusan itu sendiri. Dengan kata lain, putusan
hakim dan pertimbangan hakim memiliki
hubungan yang sangat dekat, bahkan hampir tidak
dapat dipisahkan, sebab kualitas putusan akan
tercermin dari kualitas pertimbangan yang
memuat landasan intelektual, moral, serta
integritas hakim dalam menafsirkan hukum demi
mewujudkan keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan.

Menurut  Undang-Undang  Kekuasaan
Kehakiman, pertimbangan  hakim  adalah
pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam
menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal
yang dapat meringankan atau memberatkan
pelaku. Menurut Mackenzie pertimbangan hakim
didasarkan pada landasan filsafat hukum yang
mendalam, di mana hakim harus menelaah secara
menyeluruh seluruh hal yang terkait dengan
perkara yang menjadi sengketa. Setelah itu,
hakim mencari dan menyesuaikan peraturan
perundang-undangan yang relevan sebagai dasar
yuridis dalam menjatuhkan putusan. Dengan
demikian, pertimbangan hakim tidak hanya
bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga

L1 Ph.D. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., “Memeriksa Dan
Memutus Menurut Hukum: Hakim Dan Sumber Hukum,” Memotret
Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, 2024.



pada motivasi yang jelas untuk menegakkan
hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi para
pihak yang berperkara.?

Artinya, hakim tidak cukup semata-mata
menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi
juga perlu menggali nilai-nilai filosofis yang
melatarbelakanginya. Dalam praktiknya, hakim
akan melihat seluruh hal yang berkaitan dengan
perkara yang disengketakan baik aspek hukum,
sosial, maupun moral untuk memastikan
putusannya proporsional.

2. Teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(HAMK) adalah seperangkat hukum yang
mengatur bagaimana, di mana, dan bagaimana
kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara
konstitusional dilaksanakan. HAMK berfungsi
sebagai pedoman formil guna menjamin bahwa
setiap proses beracara di MK berjalan secara
tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip negara
hukum (rule of law). Hukum acara Mahkamah
Konstitusi berfungsi untuk menjamin bahwa
fungsi MK vyaitu untuk menegakkan keadilan
konstitusional serta dapat dilaksanakan secara
efektif, berdasarkan asas proses hukum yang adil,

2 Raimond Anolifa Duha and Adawiyah Nasution, “Pertimbangan
Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana
Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh),” JIMU:
Jurnal lImiah Multidisipliner, 3.03 (2025), pp. 1724-57.



sehingga setiap pihak yang berperkara menerima
perlakuan yang sama di hadapan hukum.?

Penelitian ini bergantung pada teori Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi untuk memahami
dasar keputusan Mahkamah Konstitusi dalam
kasus Nomor 115/PHP.BUP-XXII1/2025. Untuk
melaksanakan asas kepastian hukum dalam
HAMK, MK menerapkan hukum acara, terutama
batas waktu tiga hari kerja untuk mengajukan
permohonan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan
Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. Namun
demikian, penerapan asas kepastian hukum
tersebut juga menimbulkan dilema terhadap
prinsip keadilan substantif karena MK tidak
melakukan pemeriksaan terhadap substansi
dugaan pelanggar.

2021.

3 Sean P Collins and others, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,



F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan

No Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

1. | Penelitian oleh Dimas | Berlakunya Putusan | Keduanya  sama-sama | Penelitian terdahulu
Arya Wardhana yang | Mahkamah Konstitusi No | mengkaji putusan | berfokus pada uji
berjudul  “Tinjauan | 18/PUU-V/2007 Mahkamah  Konstitusi | materiil (judicial review)
Yuridis Putusan | memberikan norma | dengan menekankan | terhadap UU HAM dan
Mahkamah Konstitusi | hukum baru yaitu dalam | pentingnya alasan dan | bagaimana MK
Dalam Putusan | pembentukan pengadilan | argumentasi hukum yang | menafsirkan norma
Nomor 18/PUU- | HAM Ad Hoc, DPR | dibangun hakim dalam | undang-undang,
/2007 Tentang | harus memperhaikan | mengambil  keputusan. | sedangkan penelitian ini
Pengujian  Undang- | hasil penyelidikan | Baik penelitian Dimas | lebih spesifik membahas
Undang Nomor 26 | Komnas HAM dan hasil | maupun penelitian ini | pertimbangan hakim
Tahun 2000 Tentang | penyidikan oleh Jaksa | melihat bahwa | dalam perkara sengketa




Pengadilan Hak Asasi | Agung sehingga DPR | pertimbangan hakim | hasil Pilkada Pemalang

Manusia”.* tidak hanya membuat | menjadi inti dari putusan | (PHP) serta bagaimana
keputusan hanya | karena di situlah | pertimbangan  tersebut
berdasarkan dugaan, | tercermin keadilan, | mempengaruhi hasil
tetapi juga tetap | kepastian, dan | pemilihan.
memperhatikan masukan | perlindungan hak

dari hasil penyelidikan | konstitusional
dan penyidikan, oleh
karena itu kata “dugaan”
dalam penjelasan pasal 43
ayat (2) Dbertentangan
dengan konstitusi dan
tidak berkekuatan hukum
yang mengikat.

2. | Penelitian oleh Nor | Hasil ~dari  penelitian | Keduanya  sama-sama | Penelitian terdahulu
Fadillah dalam | tersebut menunjukkan | membahas cara hakim | lebih menekankan

4Wardhana, Dimas Arya. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." Soedirman Law Review 5.1 (2023).
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artikelnya yang
berjudul “Analisis
Metode Penafsiran
Mahkamah Konstitusi
dalam Perumusan
Putusan Nomor
91/PUU-XVI11/2020

Terkait Pengujian
Formil Undang-

Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja”.®

bahwa Mahkamah
Konstitusi menggunakan
tiga metode penafsiran

utama, Yyaitu penafsiran
sistematis, doktrinal, dan
sosiologis. Penafsiran
sistematis terlihat dari
cara Mahkamah
menghubungkan

ketentuan dalam UUD
1945 dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011  sebagai dasar
penilaian tata cara
pembentukan undang-
undang. Sementara

MK menyusun argumen
dan metode penalaran

hukum dalam
putusannya.  Penelitian
terdahulu  menguraikan

metode penafsiran yang
dipakai MK, sementara
penelitian ~ ini  juga
menelaah bagaimana
hakim MK merumuskan
pertimbangan hukum
untuk memastikan
keadilan dan kepastian.

metode penafsiran dalam
uji formil UU Cipta
Kerja, sedangkan
penelitian ini
menekankan

pertimbangan hakim
dalam  menyelesaikan
sengketa hasil Pilkada
(PHP) yang bersifat
kasuistis, dengan fokus
pada  Putusan MK
Nomor 115/PHP.BUP-
XXI111/2025.

5 Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVI11/2020
Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Lex Renaissance, 7.4 (2022), pp.
72644, doi:10.20885/jlr.vol7.iss4.art4.
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penafsiran doktrinal
tampak dari  referensi
terhadap preseden putusan

sebelumnya, dan
penafsiran sosiologis
ditunjukkan melalui
penekanan pada

partisipasi publik dan asas
keterbukaan dalam proses

pembentukan undang-

undang.
Penelitian yang | Hasil penelitian tersebut | Keduanya melihat | Penelitian terdahulu
dilakukan oleh | menunjukkan bahwa | putusan MK  dalam | bersifat umum  dan
Guasman Tatawu | putusan MK yang bersifat | sengketa Pilkada sebagai | konseptual mengenai
dalam artikelnya yang | final dan mengikat | instrumen penting untuk | hakikat putusan MK
berjudul “Hakekat | mengandung berbagai | menjaga legitimasi | dalam sengketa Pilkada,
Hukum Putusan | makna hukum, di | demokrasi dan | sedangkan penelitian ini
Mahkamah Konstitusi | antaranya untuk | melindungi  kedaulatan | lebih  aplikatif ~ dan
terhadap Sengketa | mewujudkan  kepastian | rakyat. Sama-sama | konkret, yakni menelaah
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Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada)”.%

hukum,
peran

menegaskan
MK sebagai
pengawal dan penafsir
tunggal konstitusi, serta
alat rekayasa hukum demi
menegakkan  nilai-nilai
demokrasi.

menekankan sifat
putusan MK yang final
dan  mengikat, serta
pentingnya
pertimbangan hukum
hakim dalam menjaga
stabilitas politik pasca
pemilu.

secara rinci
pertimbangan hakim
dalam  Putusan MK
115/PHP.BUP-

XXI111/2025 dan
bagaimana  hal itu
berpengaruh  langsung

terhadap penetapan hasil
Pilkada Pemalang.

4. | Penelitian yang | Penelitian Cecep Cahya | Kedua penelitian ini | Penelitian terdahulu
dilakukan oleh Cecep | Supena menunjukkan | sama-sama menekankan | lebih menekankan teori
Cahya Supena dalam | bahwa penafsiran hukum | peran  hakim  dalam | penafsiran dalam
artikelnya yang | berperan penting dalam | mengisi kekosongan atau | penemuan hukum secara
berjudul “Manfaat | penemuan hukum | kekaburan norma | umum, sedangkan
Penafsiran Hukum | (rechtsvinding), sebab | melalui penafsiran dan | penelitian ini berfokus

® Guasman Tatawu, “Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),”
Halu Oleo Law Review, 1.2 (2018), p. 144, doi:10.33561/holrev.v1i2.3639.
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Dalam Rangka | banyak norma dalam | pertimbangan  hukum. | pada pertimbangan

Penemuan Hukum”.” | undang-undang yang | Baik penelitian terdahulu | hakim MK  dalam
kabur atau multitafsir. | maupun penelitian ini | konteks khusus sengketa
Penafsiran hukum tidak | memandang hakim | Pilkada, khususnya
hanya membantu | sebagai aktor sentral | Putusan MK No 115
menjelaskan maksud | yang menentukan | /PHP.BUP-XXI11/2025,
pembentuk undang- | kualitas putusan melalui | sehingga lebih kasuistis
undang, tetapi  juga | argumentasi hukum yang | dan langsung terkait
mengisi kekosongan | disusunnya. dengan proses demokrasi
hukum, memberikan elektoral.

kepastian hukum, serta
dapat melahirkan hukum
baru  melalui  putusan
hakim atau pembentuk
undang-undang. la juga
menguraikan berbagai
jenis penafsiran hukum

" Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” Moderat : Jurnal llmiah Ilmu
Pemerintahan, 8.2 (2022), pp. 427-35, doi:10.25157/moderat.v8i2.2714.
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seperti autentik,

gramatikal, analogis,

sistematis, sosiologis,

historis, subjektif,

objektif, ekstensif, dan

restriktif

5. | Penelitian yang | Penelitian Geofani | Keduanya menegaskan | Penelitian terdahulu

dilakukan oleh | Milthree Saragih | pentingnya peran | lebih fokus pada
Geofani Milthree | menyoroti dinamika | Mahkamah  Konstitusi | perkembangan
dalam artikelnya yang | kewenangan penyelesaian | dalam penyelesaian | kewenangan MK dalam
berjudul sengketa  Pilkada  di | sengketa Pilkada untuk | menangani sengketa
“Kewenangan Indonesia. Awalnya | menjaga legitimasi hasil | Pilkada pasca Putusan
Penyelesaian kewenangan berada di | pemilihan. Sama-sama | 85/PUU-XX/2022,
Sengketa  Pemilihan | Mahkamah Agung | menunjukkan bahwa | sedangkan penelitian ini
Kepala Daerah Pasca | berdasarkan UU No. 32 | keberadaan MK melalui | lebih fokus pada
Putusan  Mahkamah | Tahun 2004, lalu | putusan dan | substansi pertimbangan
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Konstitusi

Nomor

85/Puu-Xx/20228

dialihkan ke Mahkamah
Konstitusi (MK) melalui
UU No. 12 Tahun 2008.
Namun, kewenangan MK
sempat dinyatakan
inkonstitusional lewat
Putusan MK No. 97/PUU-
X1/2013, hingga akhirnya

pertimbangannya
menjadi faktor penentu
dalam memastikan
Pilkada berjalan sesuai
prinsip negara hukum.

hakim dalam Putusan

MK 115/PHP.BUP-
XX1/2025 yang
dijadikan dasar dalam
menetapkan hasil

Pilkada di Pemalang

MK kembali memegang
kewenangan secara
permanen pasca Putusan
MK No. 85/PUU-
XX/2022.

6. | Penelitian oleh Enju | Penelitian ini | Kedua penelitian sama- | Penelitian Enju Juanda
Juanda dalam | menunjukkan bahwa | sama menekankan | bersifat konseptual-
artikelnya yang | hakim tidak hanya | pentingnya teoritis dengan fokus
berjudul “Konstruksi | berperan menerapkan | pertimbangan hakim | pada metode konstruksi

8 Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, [ Made Suraharta, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala
Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022,” 2.2 (2024), pp. 306-12.
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Hukum dan Metode
Interpretasi  Hukum”
(2017)

hukum secara tekstual,
melainkan juga
melakukan konstruksi
hukum (rechtsvorming
dan rechtsvinding)
melalui teknik analogi,
rechtsverfijning

(penghalusan hukum), dan
argumentum a contrario.
Hakim juga menggunakan

berbagai metode
penafsiran seperti
gramatikal, sistematis,
historis, sosiologis, dan

autentik untuk mengisi
kekosongan norma dan
memastikan keadilan

sebagai inti dari putusan.

Baik penelitian Enju
Juanda maupun
penelitian ini  menilai

bahwa hakim berperan
aktif dalam menafsirkan
dan membangun hukum,
bukan sekadar penerap
pasif, sehingga kualitas
putusan ditentukan oleh
kualitas konstruksi
hukum dan argumentasi
yang digunakan hakim

dan interpretasi hukum
secara umum di berbagai
jenis perkara. Sedangkan

penelitian ~ ini  lebih
aplikatif dan  spesifik
karena menelaah
konstruksi hukum dan
ratio decidendi hakim
Mahkamah  Konstitusi
dalam kasus  konkrit
sengketa Pilkada

Pemalang (Putusan No.
115/PHP.BUP-
XXI111/2025)
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Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat
dipahami bahwa meskipun sama-sama membahas
putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini memiliki
perbedaan yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian
sebelumnya lebih banyak membahas soal penafsiran
hukum, uji undang-undang, atau kewenangan MK dalam
sengketa Pilkada secara umum. Sementara itu, penelitian
ini secara lebih khusus dan fokus pada satu kasus, yaitu
ratio  decidendi dalam  Putusan MK  Nomor
115/PHP.BUP-XXI111/2025, yang menekankan pada ratio
decidendi hakim sebagai inti konstruksi hukum dalam
putusan sengketa Pilkada. Dari sudut pandang ini,
penelitian ini diharapkan memberi sumbangan baru
berupa pemahaman lebih rinci tentang pentingnya
pertimbangan hakim sebagai wujud kedaulatan rakyat
sekaligus penentu sah tidaknya hasil Pilkada, hal yang
belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian
sebelumnya.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif , dimana penelitian hukum normatif
adalah jenis penelitian yang berfokus pada
pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis,
seperti peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai
suatu sistem norma, sehingga tidak menggunakan
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data lapangan, melainkan bersumber pada bahan
hukum primer dan sekunder.®
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan kasus
(case approach), yaitu dengan mengkaji Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-
XXI11/2025 sebagai objek utama penelitian.
Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) melalui
penelaahan peraturan yang berkaitan dengan
kewenangan ~ Mahkamah  Konstitusi  dan
penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum
Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan

dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier
yang diperoleh melalui studi bahan hukum.
Penelitian bahan hukum atau studi literatur
dilakukan dengan cara mengumpulkan data
sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan
hukum yang berkaitan dengan penafsiran Hakim
Mahkamah Konstitusi di  dalam  putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 115/PHP.BUP-
XXI11/2025 serta akibat hukum di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 115/PHP.BUP-
XXI11/2025.
a. Bahan hukum primer

2023.

® Iman jalaludin Rifa’i and others, Metodologi Penelitian Hukum,
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Bahan hukum primer yaitu bahan hukum
yang terdiri atas peraturan perundang-
undangan, risalah resmi, putusan pengadilan
dan dokumen resmi negara.”

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2003
sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pilkada

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
115/PHP.BUP-XXI11/2025

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal
hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas
hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin),
hasil penelitian hukum, kamus hukum,
ensiklopedia hukum.!

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer maupun bahan

10 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono,
“PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan
Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di
Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145-160.
Https://D0i.0rg/10.24246/Jrh.2019.v3.12.P145-160lindungan Hukum
Te,” Refleksi Hukum: Jurnal IImu Hukum, 3.2 (2019), pp. 145-60.

11Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam
Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal
Sosial  Politik,  Pemerintahan Dan  Hukum, 3.3  (2024),
d0i:10.59818/jps.v3i3.1390.
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hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus
bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia
hukum.!?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan data dalam penelitian hukum
normatif dilakukan melalui studi kepustakaan
dengan memanfaatkan data sekunder sebagai
bahan utama. Metode ini ditempuh dengan
menelusuri ~ berbagai  peraturan  perundang-
undangan serta literatur yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu,
penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai
penelitian hukum kepustakaan (library research)
yang bertumpu pada data sekunder.*3
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis dalam penelitian hukum
normatif dilakukan secara deskriptif-analitis,
dengan menggunakan pendekatan evaluatif,
interpretatif,  sistematis,  konstruktif,  dan
argumentatif. Pendekatan ini bertujuan untuk
menguraikan, menafsirkan, menilai, serta
membangun argumen hukum yang logis
berdasarkan norma dan asas hukum yang berlaku,

12 gusanti, Dyah Ochtorina, et al. Penelitian Hukum: Legal
Research. Sinar Grafika, 2022.

13 Benuf, Mahmudah, and Priyono, “PerBenuf, K., Mahmudah, S.,
& Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data
Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal
limu Hukum, 3(2), 145-160.
Https://D0i.0rg/10.24246/Jrh.2019.v3.12.P145-160lindungan Hukum
Te.”hlm 26
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sehingga mampu menjawab permasalahan hukum
secara komprehensif.*
H. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi
kedalam beberapa bab yang penulis jabarkan dalam
sistematika penulisan ini. Berikut sistematika dalam
skripsi ini:
1. BAB |
Merupakan bagian  yang menjadi
pendahuluan dalam penulisan proposal ini yang
berisikan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang
relevan, metode penelitian, dan juga sistematika
pembahasan.
2. BAB I
Merupakan bagian yang berisikan mengenai
apa saja teori ataupun konsep-konsep yang
digunakan dalam penelitian ini. Sehingga
nantinya dapat dijadikan fokus dalam melakukan
penulisan skripsi penelitian ini.
3. BAB Il
Menguraikan rumusan masalah pertama, yaitu
ratio decidendi hakim dalam menilai substansi
permohonan  yang  mengandung  dugaan
pelanggaran TSM serta implikasinya terhadap
keadilan pemilu

14 Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam
Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” Journal
Law and Government, 2.1 (2024), pp. 46-58.
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BAB IV

Menguraikan rumusan masalah kedua, yaitu
bagaimana  implikasi  putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor  115/PHP.BUP-XXI11/2025
terhadap  prinsip  keadilan  pemilu  dan
perlindungan hak konstitusional para pihak?
BAB V

Merupakan  bagian  penutup  dalam

penulisan skripsi ini, yang dalam bab ini terdapat
kesimpulan atas penulisan skripsi penelitian ini
dan juga terdapat saran terkait penulisan skripsi
penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHP.BUP-
XXI111/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024, dapat ditarik
beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, pertimbangan hukum hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PHP.BUP-
XXI11/2025 berfokus pada pemenuhan syarat formil
permohonan. Mahkamah menilai bahwa permohonan
Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum acara karena
diajukan melebihi batas tenggang waktu, terdapat
persoalan mengenai keabsahan surat kuasa, serta
ketidakjelasan dalam uraian posita dan petitum. Oleh
karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan tidak
dapat diterima tanpa melanjutkan pemeriksaan pada
pokok perkara.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
115/PHP.BUP-XXI111/2025 memiliki implikasi terhadap
prinsip  keadilan pemilu dan perlindungan hak
konstitusional para pihak. Putusan tersebut memberikan
kepastian hukum dan menjaga tertib prosedural dalam
penyelesaian sengketa pemilu, namun di sisi lain tidak
diperiksanya dugaan pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menimbulkan
persoalan terhadap keadilan substantif karena ruang
pembuktian terhadap dugaan pelanggaran tersebut
menjadi tertutup.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi peserta pemilihan kepala daerah atau
kuasa hukumnya, diperlukan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai hukum acara Mahkamah
Konstitusi, khususnya terkait batas waktu pengajuan
permohonan, penyusunan posita dan petitum secara
sistematis, serta kelengkapan dokumen formil. Ketelitian
dalam aspek prosedural sangat menentukan diterima atau
tidaknya permohonan.

Kedua, bagi Mahkamah Konstitusi, diperlukan
peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum acara kepada
peserta pemilu dan masyarakat, agar akses terhadap
mekanisme penyelesaian sengketa dapat dimanfaatkan
secara tepat dan tidak terhambat oleh kesalahan
administratif.

Ketiga, bagi pengembangan ilmu hukum tata
negara, kajian mengenai pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Konstitusi perlu terus dikembangkan,
khususnya dalam menganalisis pola konstruksi hukum
dalam berbagai putusan sengketa pemilihan, sehingga
dapat memperkaya pemahaman mengenai praktik
peradilan konstitusional di Indonesia.
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